BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (sebagaimana
selanjutnya disebut UUPK), Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan
pengertian konsumen yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sebagai
pengguna barang atau jasa, konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang
tegas untuk memastikan kepuasan dan kualitas dalam mengkonsumsi barang atau
jasa tersebut. Perlindungan hukum memberikan arti sebagai tempat untuk

berlindung bagi subjek hukum untuk melindungi hak asasi yang dimilikinya dari
kesewenangan ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku,
sehingga perlindungan hukum itu sendiri diberikan sejak lahir kepada semua subjek
hukum agar memiliki hak yang sama dimata hukum. Jika dikaitkan dengan
konsumen, maka perlindungan hukum akan memberikan perlindungan kepada
konsumen sebagai seseorang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia
di dalam masayarakat, baik digunakan untuk kepentingannya sendiri, keluarga,
maupun orang lain dan tidak diperkenankan untuk di pergadangkan. konsumen
selaku pemakai suatu barang atau jasa berhak mendapatkan suatu perlindungan
hukum sebagai upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan

perlindungan kepada konsumen dalam menggunakan suatu barang maupun jasa



sehingga tidak melanggar hak-hak konsumen. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasal 1 angka 1 UUPK mengenai perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen ini lahir dan sudah cukup
representative apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena didalamnya juga
memuat jaminan dan adanya kepastian hukum bagi konsumen, meningkatkan
kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang
dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen,
meningkatkan kesadaran, dan kemampuan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri, meningkatkan harkat dan martabat konsumen, dengan cara
menghindarkan pemakain barang dan/atau jasa yang kurang tepat, meningkatkan
pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan hak-haknya sebagai
konsumen.? Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia yang di sebabkan oleh orang lain dan
perlindungan hukum itu sendiri diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang deberikan oleh hukum itu sendiri.?

Semakin tingginya keperluan konsumen menyebabkan semakin banyak

produk yang dijual di minimarket ataupun supermarket. Harga menjadi faktor
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penting yang dipertimbangkan oleh pembeli untuk menentukan dibelinya suatu
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barang/produk saat berbelanja." Kemajuan perkembangan teknologi yang

memperluas proses transaksi, hal ini memberika pengaruh positif dan negatif bagi
konsumen itu sendiri, di antaranya dengan pertumbuhan perdagangan, pelanggan

akan lebih banyak pilihan untuk memilih produk yang mereka butuhkan dalam
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kehidupan sehari-hari.”> Perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan

teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus
transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga
barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun
produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat
bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang
diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih
aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan
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kemampuan konsumen.

Kesalahan pada label rak barang (dispalay) dengan daftar harga yang ada
pada mesin di kasir pada saat pembayaran sudah sangat sering terjadi, dimana harga
yang tercantum dan saat pembayaran terdapat perbedaan yang disebabkan karena

proses administrasi yang kurang teliti. Hal tersebut pula yang biasanya
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menimbulkan kekecewaan bagi pada pembeli sebagai konsumen yang
mengakibatkan pembatalan pembelian atau tidak sedikit pula ada yang bersitengang
dengan pihak supermarket itu sendiri. Perbedaan harga tersebut sangat jelas terasa
karna biaya yang harus dibayarkan tersebut dibebani oleh pembeli itu sendiri.

Namun pada dasarnya kesalahan yang terjadi tersebut bukan hanya disebabkan oleh
kelalaian pihak supemarket sebagai pelaku usaha saja karena banyak supemarket
yang ada di Indonesia sudah menggunakan teknologi pengecekan harga barang di
beberapa tepat perbelanjaan yang ada di supermarket namun hal tersebut justru
kurang dapat dimaksimalkan oleh konsumen itu sendiri, hal ini pula yang
mengakibatkan sering terjadinya salah paham antara pelaku usaha dengan
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konsumen.

Mengacu pada Pasal 4 huruf (b) UUPK, tentang hak konsumen, bahwa suatu
hak konsumen adalah kebebasan dalam mendapat dan memilih produk jasa,
tergantung pada nilai tukar, mata uang dan syarat serta jaminan yang berlaku.
Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai syarat serta
jumlah barang atau jasa, dan memberikan pengertian tentang kegunaan, dan
pemeliharaannya telah dibuat sangat transparan, jujur mengenai suatu kondisi

jaminan barang dan atau jasa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 UUPK. 8
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Permasalahan terhadap perbedaan selisih harga tersebut tentunya banyak di
temukan pada beberapa supermarket di Indonesia dan salah satunya seperti
supermarket yang ada di Lhokseumawe Provinsi Aceh. Contoh kasus yang pernah
terjadi pada tahun 2022 di Suzuya Lhokseumawe yang mana dalam kasus ini yang
dialami oleh saudari Citra Judika pada saat melakukan pembelian salah satu produk
terjadinya perbedaan harga pada rak display dengan nota pembayaran yang terjadi
kala itu dimana label pada rak display masih menggunkan label harga lama.

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia ini masih belum mendapat banyak
perhatian. Penegakan perlindungan konsumen dikatakan berhasil jika setiap
konsumen telah sanggup melindungi diri sendiri dari segala macam hal yang
merugikannya. Salah satu cara yang baik untuk mengurangi ketidakpuasan adalah
dengan menyampaikan  pengaduan, konsumen dapat menyampaikan
ketidakpuasannya terhadap barang/jasa yang digunakan baik melalui pihak ketiga,
yaitu lembaga konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat
(LPKM). Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan
untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Sebagai contoh, pelaku usaha atau
para penjual diwajibkan menunjukkan tanda atau label harga sebagai tanda
pemberitahuan kepada konsumen. Salah satu hak konsumen yang berkaitan dengan
harga barang adalah hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi dan berhak
mendapatkan produk dengan harga yang wajar.’

Pelaku usaha dianggap telah melakukan pelanggaran hukum karena tidak
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menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak memberikan informasi harga
barang yang jelas kepada konsumen sebagaimana dari penjelasan diatas.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan mengenai

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perbedaan Harga Pada
Label Rak Barang dengan Nota Pembayaran “(Studi Penelitian di Suzuya

Lhokseumawe).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan
dirumuskan di dalam fokus penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perbedaan
harga pada label rak barang dengan nota pembayaran yang dilakukan pihak
Suzuya Lhokseumawe?

2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen yang
dirugikan dengan adanya perbedaan harga pada label rak barang dengan
nota pembayaran di Suzuya Lhokseumawe.?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan

konsumen terkait dengan perbedaan harga pada label rak barang dengan

nota pembayaran oleh Suzuya Lhokseumawe.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pertanggung jawaban yang
dilakukan pihak SUZUY A Lhokseumawe sebagai pelaku usaha mengenai
perbedaan harga pada label rak barang dengan nota pembayaran.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun
manfaat praktis, adapun maanfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dalam
mengetahui bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha secara khusus dalam hukum
perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
khususnya dalam memberikan informasi kepada saya sendiri selaku peneliti dan
juga kepada masyarakat serta mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada
konsumen terkait dengan perbedaan harga pada label rak barang dengan nota
pembayaran.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencangkup perlindungan hukum dan

konsumen pada pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen

dalam perbedaan harga pada label rak barang dengan nota pembayaran. Bagaimana

tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadinya permasalahan tentang perbedaan



harga pada label rak barang dengan nota pebayaran apakah sudah sesuai dengan
UUPK yang berlaku.

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai fakta yang terjadi di
Masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak baik
konsumen maupun pelaku usaha yang terlibat dalam permasalahan ang akan
dibahas dalam penelitian ini. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian skripsi ini
secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perbedaan
harga pada label rak barang dengan nota pembayaraan yang terjadi di Suzua

Lhokseumawe.



